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SALINAN 

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA 

Nomor : 188.45/212/436.1.2/2022 

TENTANG 

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR,Tbk 

SEBAGAI TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK KOTA SURABAYA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa guna lebih memudahkan wajib pajak  khususnya 

nasabah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam 

melakukan pembayaran pajak daerah, perlu menetapkan 

Bank Umum sebagai salah satu tempat pembayaran 

pajak Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Daerah, pembayaran pajak Daerah yang dilakukan

secara online-payment pada bank umum, badan/lembaga

keuangan atau kantor pos ditetapkan oleh Kepala

Daerah;

c. bahwa dalam rangka penetapan Keputusan Walikota

Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah

dilakukan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota

Surabaya dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

Timur Tbk tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Optimalisasi Penerimaan Daerah di Kota Surabaya

Nomor  415.3/5639/436.2.3/2021 tanggal 31 – 05 – 2021;

060/086/DIR/UTA/PKS 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk

Sebagai Tempat Pembayaran Pajak Kota Surabaya.

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5950); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran 

Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8); 

 
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9); 

 
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Nomor 3); 
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14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 

14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 

 

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah 

di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Nomor 1); 

 
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9); 

 
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak 

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 15) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak 

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 7); 

 

18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 

Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya 2021 

Nomor 90). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK 

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk SEBAGAI 

TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK KOTA SURABAYA. 

 

KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk 

sebagai salah satu bank umum tempat pembayaran pajak 

Kota Surabaya. 
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KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan bank umum 

sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, diatur dalam 

perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kota Surabaya dengan PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. 

KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya melaporkan 

pelaksanaan Keputusan Walikota ini secara berkala kepada 

Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah. 

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal 18 Februari 2022 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

    ERI CAHYADI 

Tembusan: 
Yth. Sdr.   1. Inspektur; 

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

3. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN 
HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 
Jaksa Madya 

NIP. 19780307 200501 1 004 


